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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan
adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat
juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat

sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun
2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk
melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan
pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan

dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai salah satu
penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan
survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap
pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB
No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat.
Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif
atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan
komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan
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bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka

sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

1.3Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat,

terhadap mutu dan kualitas pelayanan perizinan yang telah diberikan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

T

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

I

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;



5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB Il

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara online pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dengan membentuk
tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada
pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang
ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biayal tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan



yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap
spesifikasi jenis pelayanan.

. Kompetensi pelaksana . Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman

. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan,
saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan
dan tindak lanjut.

. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada website Si Ida.

Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima

layanan secara online. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian

sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu

1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama

6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah
Kegiatan Waktu Pelaksanaan
Hari Kerja

Persiapan Januari 2024 8
Pengumpulan Data Januari - Mei 2024 150
Pengolahan Data dan Analisis Mei 2024 10
Hasil

Penyusunan dan Pelaporan Hasil Juni 2024 15



2.5Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima
layanan Tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu
satu tahun adalah sebanyak 1870 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak
dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel
dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumiah minimum
sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 317

orang.

Populasi(N) A Sampel(n) Populasi(N)| Sampel (n) [Populasi(N)| Sampel(n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 . T e 313.
40 36 280 162 - 1800 317
45 40 290 165 R 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 331
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 80 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368




BAB Il
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1Jumlah Responden SKM
Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan

yang diperoleh yaitu 184 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No o s INDIKATOR JUMLAH o
STIK ASE
1 JENIS LAKI-LAKI 94 51%
KELAMIN
PEREMPUAN 90 49%
2 PENDIDIKAN | SD / SMP 0 0%
SLTA 104 57%
DIl 15 8%
Si 50 27%
S2/83 15 8%
3 PEKERJAAN | PNS 8 4%
TNI 0 0%
POLRI 1 1%
SWASTA 24 13%
PELAJAR/ 106 58%
MAHASISWA
WIRASWASTA 13 7%
LAINNYA 32 17%
4 JENIS LAYANAN 36 20%
LAYANAN PERIZINAN
LAYANAN NON 148 80%
PERIZINAN




1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan
diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

IKMperunsur 399 386 377 390 383 384 38 393 382

Kategori ' A A A A AR A A &
IKM Unit | | |
96,42 (A atau Sangat Baik)
Layanan
Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
SKM per Unsur pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo
Semester | Tahun 2025
400
3,95

3,90

IS TN TSISRS SO ‘
| ||

3,85

3,80

3,75 -

SN TN, USRI
i
1
|

3,70 +—

3,65

3,60 +—

3,55 +—

3,50 -+




BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,77. Selanjutnya Sarana
Prasarana yang mendapatkan nilai 3,82 adalah nilai terendah kedua. Begitu
juga Produk Layanan termasuk tiga unsur terendah yaitu 3,83.

Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan
Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 3,93 dari unsur layanan, dan

Persyaratan serta Biaya mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,90.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui

berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi

perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu

sebagai berikut :

Sarannya untuk bisa memberikan menu edit pada website apabila ada
kesalahan pengisian jadi lebih memudahkan. (57265).

link situsnya terkadang ada peringatan tidak aman bisa di perbaiki lagi,
Terimakasih. (57192).

tim teknis agar lebih cepat merespon dokumen masuk, dari konsumen.
(57148).

Untuk pelayanan sudah baik, saran untuk pengisian data prosedurnya terlalu
banyak. (57121).

Perbaiki situs website saat upload data, seringkali loading sangat lama,

walaupun sudah pake jaringan internet yang stabil dan signal kuat. (56825).

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan

sebagai berikut :

e Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat.

Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum
banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung

datang ke lokasi layanan.



e Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait seNice
excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas
yang berprestasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil
analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut
perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum
Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 13
Februari 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak
lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka
menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari
24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Program / Penanggung
Kegiatan Jawab
[ Sarana 1.1 Koordinasi v Sekretariat
Prasarana dengan OPD DPMPTSP dan
menangani terkait TASANDI
jaringan website
Si lda
2  Persyaratan 2.1  Sosialisasi v Sekretariat
Pelayanan = SP/SOP kepada DPMPTSP
pengguna
layanan
2.2 SP/SOP v Sekretariat
disediakan di DPMPTSP

meja masing-

masing gerai
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4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau
melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik
diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei
dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan
yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta
melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara
kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat
kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui grafik berikut :
Nilai SKM DPMPTSP Kabupaten Purworejo
Tahun 2020-2024

98,00

96,00 M 96,41
— 3548

——

94,00 X
w/(;:‘f;g

g

92,00 / 9274
/9

90,00 /

88,00

86,00

84,00

82,00

80,00
2020 2021 2022 2023 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024 pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
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BAB V

KESIMPULAN
Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari
hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo secara umum mencerminkan
tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 96,42. Nilai SKM Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan
publik dari tahun 2020 hingga 2024.

e Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas

perbaikan yaitu waktu pelayanan, sarana prasarana serta produk layanan.

e Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan
pengaduan mendapat nilai 3,93, persyaratan dan biaya mendapatkan nilai

3,90 dari unsur layanan.

Purworejo, 16 Juni 2024

Dinas Penanaman Modal dan
AafiTerpadu Satu Pintu
aten Burworejo,

| \Z\

w f
/

b Stirapto, S.H
ina YUtama Muda / IVc
61223 199403 1 005
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LAMPIRAN

1. Kuesioner Silda

| ) Sistem Informasi Perizinan DINPMPTSP Kabupaten Purworejo

Feedback Pemohon

D endafiaran
Harna Prmohan
Jons Perizinan
nisi

Sasan

No. Pertanysen swwaban

Feedback Pemohon

10 Perdafiaran

Mama Pemaban

Jemiy Peririnin

Wo. Pertamyaan Jamanan




@ Sistem Informasi Perizinan DINPMPTSP Kabupaten Purworejo ]

Feedback Pemot

© bendamaran
Nams Pemahon

Mo Pertaryasn swatar

®) Sistem Informasi Perizinan DINPMPTSP Kabupaten Purworejo (=]

Feedback Pemohon

10 Pendattaran
Noma Femohon
Jonis Perizinan
Nitat

Saren

Wo. Pertanyasn Jrwaban

) Sistem informasi Perizinan DINPMPTSP Kabupaten Purworejo o

eedback Pemot

10 Pendattaran
Nama Pemaon
Jwois Perizinan
Nitai

Saran

No. Pertacyasn samoban
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2. Hasil Olah Data SKM

PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN

DAN PER UNSUR PELAYANAN
JANUARI s/d JUNI

TAHUN 2025
UNIT PELAYANAN DINAS PMPTSP KABUPATEN PURWOREJO
ALAMAT JI. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111
Tlp/Fax. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN HASIL
U1 u2 U3 U4 us U6 u7 us uo

1 2 3 4 5 6 74 8 9 10 11

1 4 4 4 4 4 4 4 < 4 4,00
2 4 4 - Z 4 3 - 4 4 3,89
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
4 3 4 4@ 4 4 4 3 4 = 3,78
5 Z 4 4 4 4 < 4 4 “ 4,00
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,89
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
10 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3,78
11 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3,89
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
13 4 3 3 3 2 3 3 <+ 3 3,33
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
16 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3,1
17 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3,78

15




18

3,67

19

3,78

20

3,89

21

4,00

22

4,00

23

4,00

24

3,56

25

4,00

26

3,67

27

3,89

28

3,89

29

4,00

30

4,00

31

4,00

32

3,67

33

3,78

34

3,78

35

3,56

36

3,89

37

3,89

38

3,67

39

4,00

40

4,00

41

4,00

42

3,78
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4,00

4,00

3,11

3,44

4,00

4,00

4,00

4,00

3,67

3,89

3,78

4,00

4,00

4,00

4,00

3,78

4,00

3,89

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

3,33

4,00

3,44

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68
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69

4,00

70

4,00

"

3,44

72

4,00

73

3,78

74

4,00

75

4,00

76

4,00

77

4,00

78

3,78

79

4,00

80

3,00

81

3,78

82

3,78

83

3,89

84

3,67

85

3,1

86

3,78

87

3,78

88

4,00

89

4,00

90

3,89

91

4,00

92

4,00

93

4,00

94

4,00

18




95

4,00

96

3,78

97

3,89

98

4,00

99

4,00

100

3,56

101

4,00

102

3,67

103

4,00

104

3,22

105

3,89

106

4,00

107

4,00

108

4,00

109

4,00

110

4,00

11

4,00

112

4,00

113

3,56

114

3,89

115

3,1

116

3,78

117

3,89

118

4,00

119

4,00

120

4,00
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121

3,44

122

4,00

123

3,78

124

3,44

125

4,00

126

4,00

127

3,00

128

3,89

129

3,89

130

3,78

131

4,00

132

4,00

133

4,00

134

4,00

135

4,00

136

4,00

137

4,00

138

4,00

139

3,89

140

3,78

141

3,00

142

3,22

143

4,00

144

3,89

145

4,00

146

3,67
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147

3,78

148

4,00

149

4,00

150

4,00

151

4,00

152

4,00

153

3,78

154

4,00

1585

4,00

156

4,00

157

3,89

158

4,00

159

4,00

160

4,00

161

4,00

162

3,89

163

3,89

164

3,78

165

3,44

166

4,00

167

4,00

168

4,00

169

4,00

170

4,00

171

3,89

172

4,00
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173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
174 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3,89
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
176 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3,78
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
178 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3,67
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00
T Nilai/Unsur 717 711 694 | 717 | 705 | 707 | 716 | 723 | 703
NRR/Unsur | 3,897 | 3,864 | 3,772 | 3,897 | 3,832 | 3,842 | 3,891 | 3,929 | 3,821
NRR 0,433 | 0,429 | 0,419 | 0,433 | 0,425 | 0,427 | 0,432 | 0,436 | 0,424 )
Tertimbang
Unsur 3,857
**)
IKM Unit pelayanan 96,42
NILAI
Keterangan : No. UNSUR PELAYANAN | RATA-
RATA
-U1sd. U9 = Unsur-Unsur pelayanan U1 Persyaratan 3,90
-NRR = Nilai rata-rata U2 Prosedur 3,86
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat U3 Waktu Pelayanan 3,77
-%) = Jumlah NRR IKM tertimbang u4 Biaya 3,90
-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 us Produk Layanan 3,83
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi ué Rompstens] 3,84
Pelaksanaan
Jumlah kuesioner yang terisi u7 Perilaku Pelaksanaan 3,89
: _ Penanganan
NRR tert =
ertimbang NRR per unsur x 0,111 us Pengaduan 3,93
per unsur U9 Sarana Prasaran 3,82

22




IKM UNIT PELAYANAN : 96,42

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 00,00
B (Baik) . 76,61 -88,30
C (Kurang Baik) 165,00 - 75,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Purworejo, 16 Juni 2025

'lgﬁmas Penanaman Modal dan
an, erp adu Satu Pintu
* ,“. orejo

ma Muda
P.019661223 199403 1 005
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3. Tabel Mutu Pelayanan

LAMPIRAN

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO SEMESTER | PERIODE
JANUARI S/D JUNI TAHUN 2025

TABEL MUTU PELAYANAN

INDEK KEPUASAN MASYARKAT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

JANUARI S/D JUNI

TAHUN 2025

NILAI IKM

NAMA LAYANAN PELAYANAN PERIZINAN

96.42

JUMLAH : 184 ORANG
JENIS
KELAMIN :L =94 ORANG / P = 90 ORANG
PENDIDIKAN : SMA KEBAWAH =104 ORANG
: DIPLOMA =15 ORANG
: SARJANA = 50 ORANG
- PASCA SARJANA KEATAS =15 ORANG

PERIODE SURVEI : 01/01/2025 - 11/06/2025

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASAYARAKAT

Purworejo, 16 Juni 2025

‘ \,j?enanaman Modal dan
padu Satu Pintu

ama Muda / IVc

-

223 199403 1 005
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4. SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat

FEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H Prosdavias No 02 Katugakn Taracosgs Jean Trega Kode Fos 54111
Tadopon 102701 29202 Fabmrrale (027051 220202
Lanier 1 A preted pursesrepesat g0 o Pomee ;3{5‘1}"549;.17;@1:;1\«:%-0{, w2
R S S

KEFUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MCOAL
AN FELAYANAN TERFPADY SATYU PINTU KABUPATEN PURWOREJD
NOMOR RO 1 00k 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TiM PELAXSANA SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT

AEPALA DINAS PENAKAMAN MODAL DAN PELAYANAK TERPADU SATU PINTU
KABUFATEN PURWOREJO

Wenirbang a banwa uriuk  melgksarakan kedemuan pasal 1 ayat (1)
Peraturan Menlesi Pendayagunsan Apsrstut hegara  dan
Refcemasi Srckrasi Nomee 14 Tahun 2017 tertang Pedoman
FPeayusunan Survey Kepuasar Masyarakat Una Penyelenggara
Feayaran Subik, paru menetapkan Keputusan Kepaia (snas
tentang Tim Pelavsana Sune: Kepuasan Masyarakal [Dinas
Pangnaman Moca: dan Pelayanan Terpadu Saty  Pinty
Kabupaten Puratren,

b bahwa Lerdasackan pectinbangan  ssbaganmana  dmaksud
calam huruf & perlu menetapkan Keputusan Kepals Dinas
tentang  Pembentukan Tim  Pelaksana  Surve:  Kepuasan
Masyaraxat

Maogngat 1 Urdarg-Urdang Nomor 12 Tahun 1850 antang Pambentukan
Daarah<daarah Kabupaten Dalam Lingkurgan Fropns Jawa
Tengah,
Uncang Undang Nemor 25 Tahun 2008 terdang Pelayanan Putik
{Lembaran Negara Regublk Indonesia Tatun 2006 Nomar 127
Tambaban Lembarar Negara Repubtk incanesia Nomae 500381
3 Uncang-Unidang Noewy 23 Tatun 2074 entang Pemenntahan
Dasrph (Lecrbaran NeGara Repudik indonesa Tabun 2014 Nomor
244 Tarbahan Lembaran Negara Reputar Irconesia Noowt
5587} sebagarnany s bebwrana vak Ciubah, leraknie Jengarn
Jrdang Undang Nomoe 6 Tahun 2023 tertang Panetapan
Paratiran Pererntah Peggant Undang-Undarg Nomar 2 Tahun
2077 wrtang Cpla Keja menjaa Undang Urdang {Lembaran
Negara Repubik Inconasa Tahun 2000 homer &' Tambahan
Lemiaran Nagara Repulsia Ingonasa Nomor 6856
4  Pergluran Pemwdictan Nomoe 95 Tahun X)°2 temtang
Pelaksanaan Ungang-Undang Nomoe 25 Tahun 200A tentarg
Pelayanan Pubik (_embaran Negaa Repubik Indowesa Tahun

L%



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

2012 Nomee 275, Tambahan Lembaran Negara  Repubiic
indoneses Nomor 5387 )

5 Perstursn Presiden Nomor 87 Tshun 2074 tertang
Peryelergparaan Petwpanan Terpadu Sety Piotu (Lenboran
Neagara Repuldic indocsssis Tabwn 2014 Nomee 20898

£ Peraturan Mergand Dalam Negeel Nomor 138 Tanur 2017 tentang

Peryelerggarasn Pelayanan Terpadu Setu Py Doerah (Berts
Kegara Republic indoresa Tahun 2017 Nomer 1858)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Refoemasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Peryusunan Survey Kepuasan Masyarakat Uret Penyelenggars
Pelayanan Pubik (Barta Negara Republix ingonesia Tahun
2017 Nomor 708

g Peraturan Daerah Kabupaten Purareio Nomor 4 Tahun 2021
lertang  Pembertukan dan  Susunar  Perangeats  Daervah
Kabupaten Purmorge (embaran Daerah Ksbupaen Punwoneo
Tahur 2021 nomor 4},

8 Persturan Daersh Kabupsten Purwongo Nonore 12 Tahun 2019
lertang Penyelenggarsan  Petsyanasn Terpadu Satu Finty
{Lembaran Daerab Katupaten Purworeo Tahun 2018 Noeor 12
Tambahan Lembaan Daarah Kabupaten Puracreio Nomor 12}

10 Peraturan Bupatl Purworeio Nomor §7 Tahwn 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sena Tala
Kerja Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Firty Kabupaten Purstesio)

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Survel Kepuasan Masyarakat di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu  Kadbupsalen Purworep  dengan  susunan  keanggotaan
sedagaimana lercantum dalam Lampran yang merupakan bagian
tidak terpesahkan dengan Keputusan ini

Tim sedbagaimana dimaksud dalam Décum KESATU merpunyai

tugas

3 mMeilBkukan parancanaan, parsapan, pelaksanaan. pengoianan
catla dan penyajian hasil surves,

b melakukan koordinasi  dengan  piha¥  terkat  terhadap
palaksanaan surve dan

¢ melsporkan hasi pel@ksanaan suives kepads Kepsa Dinas
Penanamar Modad dan Pelayanan Terpadu Satu Pty

Katupaten Punworejo

Dalam mefaksanakan tugas Tim Pelaksana Swrvedi sedagaimans
dimaksus dalam Diktun KESATU bertarggung jawsb kepads
Kepala Dnss Penanaman Mocal dan Pelaysnan Terpadu Satu Py
Kabupaten Purworejo.
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KETIGA Segala taya yang sty sedagal akitat dietapkannya Lepulusan
n divebankan paga Anggaran Pencapatan dan Belana Dasran
<abtupaten Purworep

KEEMPAT Keputusan im mula beriatu pada tanggal ditetapkan

[Dtatapran ai Purwore(o
paedalargga’ 3 Jamuan 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MO AL
- DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT U
& PURWOREJO

] " ’a." l\-.
(7 #EYF |\z
\. 0 % e
aNe, (.;4 _'
GAIROT BUPRAPTO S +
Pentbita WNarna Muda / Ve
NIP 19651223 169403 1005
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LAMPIRAN

KEFUTUSAN KEPALA [INAS PENANAMAN
MODAL OAN PELAYANAN TERFADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWOREO

NOMOR - AcO ! Otk 228

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVE!
KEPUASAN MASYARAKAT DI UNGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL OAN
FELAYANAN TERPADU SATU FINTU
KABUPATEN PURWOREJD.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT
Of LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYAMAN TERPADL SATU PINTY
KABUPATEN PURWOREJD
NO HAMA NP JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUMAN
' | DALAM TIM
! GATHOT SUPRAPTD S H “opala DPMPTSP  Kabupaten Penanggung
NP tH66122) 195603 1 008 Pursoress Jawad ‘
T2 DMRAISTYOWATL SH_MAP | Sekretars  Ownas  DPMPTSP Ketua
NP, 16670508 199803 2 001 Katupaten Purwores
3 T ISMAERTANTLSE Kasubbag Umum COMPTSP Sekretans
| NP 19880226 2010012012 | Kabupaten Purwarejo
’ 4 Esuwm A Mg Pergeiots Dolumen Pedzingn  Anggols
{ N> 15820806 201408 2 004 OPWSTSP Kabupaten Purweran
s mm IRA SRINUGHAMA S Kom | Pranata Kompuser Pertama pada  Anggota
; NP 19621042 01001 1 022 OPMPTEP Kabupaten Purwores
& TYUNITA PUTRI HANDAYANI, | Pengeiols Kerassra Penanaman |~ Anggota |
I A MG Mods  DPMPTSP  Kabupaten
(N 1GGT0818 2020122002 | Purworeyo
7 RARRYPRABOWO.S1P | Araln Kebimkan AW Petama  Anggala
NP 16781006 202421 1005 | DPMPTSP Kabupalen Purworen
CMARIYAM FERIVATL A Md Tenags  Adminsiras:  peds Angaota

OPPTER Kabupaten Purwereo
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" . |  KEDUDUKAN
s ; |
18] NANAN JABATAN DALAN CANAS Ol AM TS
1 2 | 3 | 4
9 LANCARYAFPRASTOWD SF | Tenaga Adrminsiras: pada Anggots
| CORPTES Kabupaten Pumwerey

L0 TITUR SUBKHAN S ®oer | Tensgs  Adminstias pads  Anggols
ConPT a2 Kabupaten Punworey

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
AN TERPADU SATU PINTU

N PURWORE O

GAMGTSUPRAPTO. S H
Pombira Utama Muda ( Ve
NIP 19861223 196403 1 D05
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Berita Acara Forum Konsultasi Publik

LAMPIRAN  BERITAACARA FP 20125

PEMERIMNTAR KABUPATEN PURWORE JO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jatwrt Froxbaman No J Pureorsyo Jass T ega® Kode pos 44171

T ada STTR| TIRWLTY - 3.
(MO (Lo 4300 Fansameie

ATAT  Maw Anpmeptep purworscbal oo  Mmme depoptipRpurecrenest ge

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSUL TAS! PUBLIK [FKP)
OINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADY SATU PINTU

ABUPATEN PURWOREJD

Pada han mi Kame 12 Fedrugn 2025 welah diassanaan Forum Koasyltas
Publi. Dinas Peranaman Moda dan Pefayanan Terpadu Satu Pirtu Kabupasen
Surstre Berdasarean Pass Gskod dan dapuluEan besama menyalakan selbags
Daracgt

Usulan Rekomendasi Jangka Waktu
NO Identifikasi Masalah

Perbaikan Penyelesaan
1 nsur Sarana Prasarana P R S 30 wvhan  [(Neewbe 3638
{Sftem penznan; Cadirmm e bo thajomnd |
F Jnawr FPereyaratan oviaiys SV ¢ Seca Oereveror  3e5%
~elayanan rvaa=a Saares
- | WP Wy
(SOP pelum bagity jlas) & wevap em & VT e
Pervi iy 1 han [ PN AR
PILOT N At e
Syt Wowr

S
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1

Demivan benta scars irs Gbuat sebagaurana mestirga

NAMA & NO P

&th (do rlaig

) Tudha Ari Euragd

o

Yan Ay,

R Sﬁ«éno
' Nusgahm' N-V ,
Yolickra dlam N

Pyraorao 13 Fabrugn 2028

JENIS KELAMN ~ TANDA

{LAP)

™~

~, Y

o
i

'y ~J

PERNAKILAN
TANCAN
o

PR s B | f

DYRD L
ot ”é

iy

v
01 Audiaag

7

3 Yo :\" A s
Lo o ool oikek

Idosoma G0

Yepaia Dyas Penanaman Moda dan
Polayang: Terpadu Satu Pinty
Kabupatdn Puracreo

Gathot Sl;ww— SH

Pambna Mama Kuds (Vig)
NIP 166561223 165803 1 DOS
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SAMPIRAN 1 DAF TAR HADIR PESERTA
DAFTAR HADIR

an Kamis, 13 Febtruan 2024

Tampat Rumanh Makan Ayam Bakar Bambu Kursng (ARK) JI Bragper “atamso Mo <m 3
Soto Kuon, Xec Banyuuip Kabupaien Purani=o

P 1300 W8

Acara Forum Konsultas Pudis Dinas Penanaman Modal dar
Pelayanan Terpacu Sawu Finty Kabupaten Purworeje

NO NAMA INSTANS! up "E:‘?:"
p

1 Oftta b ¢ Ofeam Lo

2 Ay liooh i@c@ 5 inirn focssda < 'if:_

P odnd vy M folsa b ‘@Z,

Y TN 1417 VT A v Lo e j

5 ‘:I“”“"y W Pk ke, K » \)f
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LAMPIRAN 11! SURAT UNDANGAN

SASE RN T - 3
A4 PABURATEN PLSIVOR

DINAS PENANAMAN MODA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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SUSUNAN ACARA

FORUM PERANGKAY DAERAM DINAS OPMPTSP DAN
FORUM MONNSULTAS! PUBLIK

WAKTU KEGIATAN KETERANGAN

KAMIS 16 FEBRUARI 2023
300 13 30 Regisnas: & Makas Sarg Pardin

1AM 345 “emipukaar Farsta

2451400 Rambulen Kosrs 1 OPRD Ketua Komis 1 (IPRD
Far Vonenied
‘4314 35 | Rambosa Kepaly Bapoenda Xepaiz Bapreda

t4 15.1% 18 Panyampass Maten 5an Diseus Kepals DPMP TSR

%1598 30 Panaraatanganan Benta Acaa § Ferutugas Farsha
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Lampean SRt

Nomor 000 § 3 4774172025
T anggal 8 Fabiruan 2025
Hapaaa Yir
1 Asien Perwnniahan & Kesra Setla Kab Furvetes
. Asigien Agmeusiras: Unnam Setds Kab Purworen
3 Ketus xomm ' DPRD Kab Purworeo
4 Kepaa Daas Pekerasd Uemam can Pecataar Ruarg

Keoosa Dinas Kepemudsaa THahraga can Parwsata

¥enaia Dinas eghungan Mdup 030 Perkars

sepaia Diras Xeasedatas

8 wepaa Dmas Pendidoan Dan Kebudgy 8ar

& Kepaa Satpoi PR Cambat

13 Eepata Dinas KUKWP

11 Kenaia Bagerdda Kabupaten Purwiien

12 sapata Dras Penentar <abupeted Puracreio

1 Camal Lcang

4 Camat Purwodat

15 Camat Ngormda!

1% Camat Bene

17 Kepala HKardor Fertananan £alupaden Purmceein

18 Kepas Bagan Persionomian dar 504 Setda Kab Fuswoieo
o Kepaa Bagan Urgarisas Getda Kab Puratieg

20 wetun LSM Surya Mertan Semests

70 Rekloe Unserstas Munammadivah Puracsmo

37 Drieatur Podexnd Sawunggalt A

21 wetus Forum UNMKM Fabapaten Farsoren

24 Rekicr irstitut Teanclog Brana can Kasehatan Hraeh Pulra dangsa

PN
25 ¥etun ARNOO
28 Kelya viiPW
FT Yuhna Sebancit
M P1ONDC YAMA OMSCRON rAHAR
I e SARIINA PRIMATIRIA
s ©T UNGGUL REJCWASONC
11 YAYASAN KRISTEN UNTUX KESE-ATAN USILAY
52 o1 RUMAM SARIT PURWA HUSADA
13 PT ARAMIWANG CiPTA MANUNGDGAL
‘;* O ADeA) KARYA TIETA
a8y ARDANA o Tl PRATHAMA
35 HOTEL SANJAYA INM
17 PEMBATIKAN NDIIAY & BATIR
38 RAFSe RATIE
1o Pegawa DPMPTEF
o Pegawe Outsoucng OeMPTSE
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6. Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Juli s/d Desember

Tahun 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik
yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari
pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini
juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik
yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur
dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik
nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat
dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.
Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan
yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk
mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara
pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten
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Purworejo perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses
continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan

pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.
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BAB II
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Piintu Kabupaten Purworejo periode Juli s/d Desember 2024
menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti
dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Juli s/d Desember 2024

No Unsur IKM Mutu Layanan
1 Persyaratan 3,84 Sangat Baik
2 Sistem, Mekanisme, dan 3,86 Sangat Baik

Prosedur
3 | Waktu Penyelesaian 3,87 Sangat Baik

4 | Biaya/Tarif 3,87 Sangat Baik

5 | Produk, Spesifikasi, dan Jenis 3,83 Sangat Baik
Pelayanan

6 Kompetensi Pelaksana 3,89 Sangat Baik

7 Perilaku Pelaksana 3,87 Sangat Baik

8 Penanganan Pengaduan, 3,87 Sangat Baik
Saran, dan Masukan

9 | Sarana dan Prasarana 3,82 Sangat Baik

Berdasarkan keseluruhan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada
masyarakat yang diberikan oleh DPMPTSP telah dilaksanakan dengan baik. Jika
diambil nilai rerata dari kesembilan komponen di atas, diperoleh nilai indeks kepuasan
masyarakat dengan predikat “Sangat Baik” pada angka 96.41.
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Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

Waktu
No Prioritas Program/ Penanggung
Unsur Kegiatan ™ | TW Jawab
2 3
1 Waktu 1.1 Sosialisasi Jam
Pelayanan Pelayanan
DPMPTSP melalui
website, running
text maupun media
social DPMPTSP
2 | Aspek SDM 2.1 Sosialisasi
pedoman kode etik
pegawai
3 | Anggaran 3.1 Pengusulan

anggaran diklat

3.2 Pengusulan
anggaran
pengadaan pegawali
outsourcing untuk
FO Gerai
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BAB IlI

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Apal Ak Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi Tantangan/
. . Telah eskripsi Tindak Lanju okumentasi antangan
e Rencans Tirdaklanos Ditindaklanjuti (Mohon Dijabarkan) Kegiatan Hambatan
(Sudah/Belum)
1. Waktu 1.1 Sosialisasi Jam Sudah Memasang jadwal layanan
Pelayanan Pelayanan DPMPTSP melalui running text di
melalui website, running DPMPTSP Kabupaten
text maupun media social Purworejo
DPMPTSP
2. Aspek SDM 2.1 Sosialisasi pedoman | Sudah Menerapkan dan
kode etik pegawai mempedomani pedoman kode
etik pegawai dalam rangka
memotivasi petugas pelayanan
terhadap nilai-nilai /
standarisasi mengenai sikap
layanan dan disiplin kerja
dalam memberikan pelayanan
3. Anggaran 3.1 Pengusulan anggaran | Sudah Mengupaya pembinaan

diklat

peningkatan profesionalisme
keterampilan dan kemampuan
pegawai secara berkala dan
berkelanjutan di instansi terkait
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3.2 Pengusulan anggaran
pengadaan pegawai
outsourcing untuk FO
Gerai

Sudah

Upaya untuk penguatan aspek
sistem, mekanisme dan
prosedur dalam mendukung
pelayanan yang efektif dan
efisien untuk memberikan
kepuasan kepada masyarakat
pengguna layanan
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dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut
sebanyak 100%.

2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun

berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi

yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong

diimplementasikannya RTL antara lain:

No RTL Strategi Target Waktu | Penanggu Stakeholder
Penyelesaian | Penyelesaian | ng Jawab Terkait
1 | 1.1 Sosialisasi Memasang Desember Sekretariat | DPMPTSP
Jam Pelayanan jadwal layanan | 2024
DPMPTSP melalui | melalui running
website, running | text di
text maupun DPMPTSP
media social Kabupaten
DPMPTSP Purworejo
2 | 2.1 Sosialisasi Menerapkan Desember Sekretariat | DPMPTSP
pedoman kode dan 2024
etik pegawai mempedomani
pedoman kode
etik pegawai
dalam rangka
memotivasi
petugas
pelayanan

terhadap nilai-
nilai /
standarisasi
mengenai sikap
layanan dan
disiplin kerja
dalam
memberikan
pelayanan
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3.1 Pengusulan
anggaran diklat

Mengupaya
pembinaan
peningkatan
profesionalisme
keterampilan
dan
kemampuan
pegawai secara
berkala dan
berkelanjutan di
instansi terkait

Desember
2024

Sekretariat

DPMPTSP
Bappedalitbang

3.2 Pengusulan
anggaran
pengadaan
pegawai
outsourcing untuk
FO Gerai

Upaya untuk
penguatan
aspek sistem,
mekanisme dan
prosedur dalam
mendukung
pelayanan yang
efektif dan
efisien untuk
memberikan
kepuasan
kepada
masyarakat
pengguna
layanan

Desember
2024

Sekretariat

DPMPTSP
Bappedalitbang

Purworejo, 16 Juni 2025
Penanaman Modal dan
adu Satu Pintu
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Pembira Utama Muda / IVc
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